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KEMENTERIAN PERTANIAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON {021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021} 7804428
WEBSITE http:ifwww.pertanian.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKKUMENTASI

KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR: 2957 /KPTS/HM.130/4/09/2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Menimbang

Mengingat

LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Penggunan Informasi Publik;
bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
ketat dan terbatas;

bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
Informasi Publik badan publik wajib membuat
pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka
perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);



Memperhatikan :

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Nomor 203);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/0T.140 /
5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016  tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
32/0T.140/5/2011 tentang  Pengelolaan  dan
Pelayanan  Informasi  Publik di  Lingkungan
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 783);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/
OT.140/6/2012 tentang Pedoman Uji Konsekuensi
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
580);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1647);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
603 /BA/HM.130/A.7/3/2024



MEMUTUSKAN

Menetapkan :  KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama . Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini

merupakan Informasi yang Dikecualikan.

Kedua :  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

603/BA/HM.130/A.7/3/2024 Yang tercantum dalam
lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 23 September 2024
Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Utama

‘._“,.m

NIP 10950830 199803 1 00 1

Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada Yth.:

> D

Menteri Pertanian;
Menteri Komunikasi dan Informatika;
Ketua Komisi Informasi Pusat; dan

Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR . 2957/KPTS/HM,.130/4/09/2024
TANGGAL

+ 23 September 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Konsekuensi/
Pertimbangan bagi
No Informasi Dasar Hukum prhlle Jangka Waktu
Pertimbangan
Sebelumnya
Dibuka | Ditutup
A, KEPEGAWAIAN
a. PEGAWAI e Pasal 17 hurufh Dapat | Pegawai yang

o Daftar riwayat UU No. 14 Tahun mengungka | rahasianya
hidup pegawai (ASN 2008 tentang p kan diungkap
dan Tenaga Keterbukaan rahasia memberi kan
Kontrak), Informasi Publik, pribadi f:;ﬁ‘;:“a“

» biodata pegawai s UU No. 5 Tahun pejabat/ ‘ dan/ atau
elektronik dan non 2014, tentang pegawai pengungkap an
elektronik, Aparatur Sipil seseorang

¢ Kartu Permohonan Negara dalam jabatan
Penambahan e UU?24/2013 publik
Penghasilan tentang
Pegawai (KP4) perubahan atas
pegawai, Uu 23/2006

e hasil general check tentang ‘
up keschatan administrasi
pegawati, e UUno. 11/2008

¢ hasil evaluasi tentang informasi
kapabilitas / dan transaksi
intelektualitas /kom elektronik
petensi/ » PP no. 45/1990
rekomendast tentang
pegawali, perubahan atas

s rekomendasi Tim PP 10/1983
Etika, tentang izin

¢ identitas pegawai perkawinan dan
yang izin perceraian bagi
perkawinan / PNS
perceraian,

» riwayat dan kondisi
anggota keluarga

‘ Pegawai
b. PEJABAT
¢ Data pribadi pejabat |
|




menyebabka

B. HUKUM
Alat bukti kasus, dokumen Pasal 17 huruf h UU Apabila Sampai
penanganan perkara, opini No. 14 tahun 2008 dibuka dan | dengan proses
hukum pendapat hukum/ tentang Keterbukaan diberikan selesai dan
legal opinion, catatan Informasi Publik dapat mempunyai
mengenai proses UU No. 8 tahun 1981 menghamba | kekuatan
penyesuaian sengketa, tentang Hukum t penegakan | hukum tetap
kasus hukum yang masih Acara Pidana hukum
dalam proses UU No. 5 tahun 1986
jo. UU No. @ Tahun
2004 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara, HIR
C. HKI |
Skema Pemuliaan Varietas Pasal 17 huruf b UU Mempengaru | Sampai jangka
Tanaman No. 14 tahun 2008 hi rahasia waktu
tentang Keterbukaan kepemilikan | perlindungan
Informasi Publik perusahaan/ | habis
VU No. 29 tahun 2000 rahasia
tentang Perlindungan pemuliaan
Varietas Tanaman yang akan
menyebabka
n persaingan
tidak sehat
Data Permohonan Hak PVT Pasal 17 huruf b UU Dapat Sampai dengan
No. 14 tahun 2008 mengakibatk | diumumkannya
tentang Keterbukaan an permohonan
Informasi Publik persaingan Hak PVT di
UU No. 29 tahun 2000 yang tidak papan
tentang Perlindungan sehat dan ‘ pengumuman
Vatietas Tanaman kerugian
materil
Proses pengembangan Pasal 17 huruf b UU Mempengaru | Sampai dengan
rumpun/ galur ternak baru No. 14 tahun 2008 hi proses proses
tentang Keterbukaan pemuliaan penetapan dan
Informasi Publik ternak yang | pelepasan
akan rumpun/galar
menyebabka | ternak selesai
n persaingan | (melalui
tidak sehat Keputusan
Menteri
Pertanian)
Data kode embrio dari anak Pasal 17 huruf b UU Apabila Terbatas
hasil transfer embrio No. 14 tahun 2008 diberikan dengan
tentang Keterbukaan akan persetujuan
Informasi Publik mengakibatk
an adanya
pemalsuan
dokumen/ser
tifikat bibit/
benih yang
menyebabka
n kerugian
pada pihak
yang )
mempunyai
dokumen ashi
Data hasil uji laboratorium Pasal 17 huruf b UU Apabila Terbatas
Keswan No. 14 tahun 2008 dibuka akan | dengan
tentang Keterbukaan memberikan | persetujuan
Informasi Publik penafsiran
yang berbeda
oleh
masyarakat
dan dapat

I




n keresahan
dan

tentang Perubahan atas

berpengaruh
terhadap
nilai
ekonoris
6. | Proses pengembangan Undang-undang no. 14 Dapat sampai dengan
metode bioteknologi tahun 2008 tentang mengganggu | proses
reproduksi khususnya Keterbukaan Informasi kepentingan | pemberian hak
produksi dan aplikasi Publik, Permentan No. perlindungan | selesai
transfer ternak semen beku 25 Tahun 2016 tentang halk atas
sexsing Pengelolaan dan kekayaan
Pelayanan Informasi intelektual
Publik dan
mempengaru
hi nilai
ekonomis
karena
berguna
dalam
kegiatan
usaha
PENGADAAN
BARANG/JASA |
- Undang-Undang tentang | I
Keterbukaan Informasi 30 tahun /
Dokumen Pengadaan Publik Pasal 17 I'Jo'in a-j se_ls}:na Barang
Barang/Jasa Pemerintah Peratura{l Komisi Mlllli: Negara
1 £ X Informasi Nomor 1 masih
yang menurut sifatnya .
dirahasiakan Tahun 2021 Tentang digunakan dan
Standar Layanan belum
Informasi Publik Pasal dihapuskan
L 31 |
n Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari :
- Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Davat
tentang Pengadaan ba
Barang/Jasa Pemerintah mengganggu
sebagaimana telah kepn?ntmgan
diubah dengan geall'lmiiaungan
‘ Peraturan . Presid;n kekaifa;n
. Nomor 12 Tahun 2021 . Setelah selesai
1 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Pernbahan atas g:ttelektual dilakukan audit
Peraturan Presiden an
Nomor 16 Tahun 2018 gerl_mdungan
tentang Pengadaan an
Barang/Jasa Pemerintah per?f:‘gg;l
Undang-Undang :sl‘:at
Nomor 5 Tahun 1999 [
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Dapat
Publik Pasal 17 poin b Eenigt';‘ngg“
Peraturan Presiden efﬁn dSI%a:n
| Nomor 16 Tahun 2018 D e
2 Rincian Harga Perkiraan tentang Pengadaan kekayaan Setelah selesal
Sendiri (HPS) Barang/Jasa Pemerintah imelg’km 1, | dilakukan audit
sebagaimana telah dan
diubah dengan indun ‘
Peraturan Presiden gean gan '|
Nomor 12 Tahun 2021 ;
l persaingan ‘



Nomor 16 Tahun 2018 |

Peraturan Presiden | usaha tidak
Nomor 16 Tahun 2018 sehat
tentang Pengadaan
‘ Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat |
| Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Dapat
Barang/Jasa mengganggi
Pemerintah kepentingan
sebagaimana telah perlindungan
diubah dengan hak atas
Peraturan Presiden kekayaan Setelah selesai
Spesifikasi Teknis Nomor 12 Tahun 2021 intelektual dilakukan audit
tentang Perubahan atas dan
Peraturan Presiden perlindungan
Nomor 16 Tahun 2018 dari
tentang Pengadaan persaingan
Barang/Jasa Pemerinta usaha tidak
Undang-Undang Nomor sehat
5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek
Monepoli dan
Persaingan Usaha Tidak |
Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Dapat
Barang/Jasa Pemerintah menggangst
sebagaimana telah kept::némgan
dinbah dengan ﬁg(hn ungan
Peraturan Presiden keka?rz;
Nomor 12 Tahun 2021 . Setelah selesai
Rancangan Kontrak tentang Perubahan atas gnelektual dilakukan audit
Peraturan Presiden an
| Nomor 16 Tahun 2018 perlindungan
tentang Pengadaan peel?saingan
Barang/Jasa Pemerintah :
Undang-Undang zesﬁilf‘ tidak
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat ]
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Dapat
Publik Pasal 17 poin b ﬁ‘engg"i‘ngg“
Peraturan Presiden eplug:;l:lmgan
Nomor 16 Tahun 2018 g;rl; atal;ngan
tentang Pengadaan
Dokpx:nen Persyaratan Proses Barang/Jasa Pemerintah %qekayaan Setelah selesai
pemilihan atau Lembar Data . intelektual . .
Pemilihan s?bagalmana telah dan dilakukan audit
diubah dengan Aindungan
Peraturan Presiden gean g
Nomor 12 Tahun 2021 persaingan
tentang Perubahan atas :
Peraturan Presiden l::ﬁi? tidak




tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat

Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah |

dari

persaingan
usaha tidak
sehat

Undang-Undang tentang Dapat
Keterbukaan Informasi mengganggu
Publik Pasal 17 poin b kepentingan
Peraturan Presiden perlindungan
Nomor 16 Tahun 2018 hak atas
tentang Pengadaan | kekayaan
Barang/Jasa Pemerintah intelektual
sebagaimana telah dan
diubah dengan perlindungan
Peraturan Presiden dari
. Nomor 12 Tahun 2021 persaingan Setelah selesai
Daftar Kuantitas dan Harga tentang Perubahan atas usaha tidak | dilakukan audit
Peraturan Presiden sehat
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 D
tentang Pengadaan apat
Barang/Jasa Pemerintah menggangsy
sebagaimana telah kept:entmgan
diubah dengan perlindungan
Peraturan Presiden Eat atas
Gambar Rancangan Nomor 12 Tahun 2021 . et ?y;::m al Setelah selesai
Pekerjaan tentang Perubahan atas g‘ag extd dilakukan audit
Peraturan Presiden .
Nomor 16 Tahun 2018 perlindungan
tentang Pengadaan —
Barang/Jasa Pemerintah pesghsmtfgzk
Undang-Undang by ha:l
Nomor 5 Tahun 1999 se
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi Danat
Publik Pasal 17 poin b apa
Peraturan Presiden E:I;%gt?:: g8l
Nomor 16 Tahun 2018 peflm dung;;‘n
Dokumen Studi Kelayakan tentang Pengadaan hak atas
dan Dokumen Lingkungan Barang/ Jasa Pemerintah kekayaan .
- .5 bagaimana telah . Setelah selesai
Hidup, termasuk Analisis sebag intelektual . .
Mengenai Dampak diubah dengan dan dilakukan audit
Li Peraturan Presiden .
ngkungan perlindungan




¢ Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan ‘
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat |
Dokumen Penawaran .
Penyvedia :
- Undang-Undang tentang - Dokumen
Keterbukaan Informasi penawaran
Publik Pasal 17 poin b tidak boleh
- Peraturan Presiden diketahui
Nomor 16 Tahun 2018 siapa pun
tentang Pengadaan sebelum
Barang/Jasa waktu
Pemerintah pembukaan
sebagaimana telah penawaran
diubah dengan kecuali
Peraturan Presiden penyedia
Nomor 12 Tahun 2021 vang
tentang Perubahan atas mengirimka
. Peraturan Presiden n
Surat Penawaran Penyedia Nomor 16 Tahun 2018 penawaran
tentang Pengadaan Dapat
Barang/Jasa mengganggu
Pemerintah kepentingan
¢ Undang-Undang perlindungan
Nomor 5 Tahun 1999 hak atas
tentang Larangan kekayaan
Praktek Monopoli dan intelektual
Persaingan Usaha dan
Tidak Sehat perlindungan
dari
persaingan
usaha tidak
sehat
- Undang-Undang tentang Dokurnen
Keterbukaan Informasi penawaran
Publik Pasal 17 poin b tidak boleh
e Peraturan Presiden diketahui
Nomor 16 Tahun 2018 siapa pun
tentang Pengadaan sebelum
. Barang/Jasa waktu
Penawaran teknis Pemerintah pembukaan 10 tabun
sebagaimana telah penawaran
diubah dengan kecuali
Peraturan Presiden penyedia
Nomor 12 Tahun 2021 yang
tentang Perubahan mengirimkan
atas Peraturan penawatran
Presiden Nomor 16 Dapat
Tahun 2018 tentang mengganggu
Pengadaan Barang/Jasa kepentingan
Pemerintah perlindungan
s Undang-Undang hak atas
Nomor 5 Tahun 1999 kekayaan
tentang Larangan intelektual
Praktek Monopoli dan dan
Persaingan Usaha perlindungan
Tidak Sehat dari
persaingan
usaha tidak
] | sehat
- Undang-Undang tentang - Dokumen
Keterbukaan Informasi penawaran | g0 broses
Penawaran Harga Publik Pasal 17 poin b tidak boleh pemili
- Peraturan Presiden diketahui berlangsun
Nomor 16 Tahun 2018 siapa pun © gsung
tentang Pengadaan | sebelum




Barang/Jasa Pemerintah wakiu
sebagaimana telah pembukaan
diubah dengan penawaran
Peraturan Presiden kecuali
Nomor 12 Tahun 2021 penyedia
tentang Perubahan atas yang
Peraturan Presiden mengirimka
Nomor 16 Tahun 2018 n
tentang Pengadaan penawaran
Barang/Jasa Pemerintah Dapat
» Undang-Undang menggangsu
Nomor 5 Tahun 1999 kepentingan
tentang Larangan perlindungan
Praktek Monopoli dan hak atas
Persaingan Usaha kekayaan
Tidak Sehat intelektual
dan
perlindungan
dari
persaingan
usaha tidak
sehat
- Undang-Undang tentang - Dokumen
Keterbukaan Informasi penawarat
Publik Pasal 17 pein b tidak boleh
- Peraturan Presiden diketahui
Nomor 16 Tahun 2018 siapa pun
tentang Pengadaan sebelum
Barang/Jasa Pemerintah waktu
sebagaimana telah pembukaan
diubah dengan penawaran
Peraturan Presiden kecuali
Nomor 12 Tahun 2021 penyedia
tentang Perubahan atas vang
Peraturan Presiden mengirimka
. Nomor 16 Tahun 2018 n
Rincian Harga Penawaran tentang Pengadaan penawaran 10 tahun
Barang/Jasa Pemerintah Dapat
s Undang-Undang mengganggu
Nomor 5 Tahun 1999 kepentingan
tentang Larangan perlindungan
Praktek Monopoli dan hak atas
Persaingan Usaha kekayaan
Tidak Sehat intelekinal
dan
perlindungan
dari
persaingan
usaha tidak
sehat
- Dokumen
penawaran
tidak boleh
diketahui
- Undang-Undang tentang siapa pun
Keterbukaan Informasi sebelum
Publik Pasal 17 poin b waktu
s Undang-Undang pembukaan
Isian kualifikasi (Formulir Nomor 24 Tahun 2013 penawaran | o . it celacai
Isian Kualifikasi/ isian tentang Perubahan kecuali Jilakukan audit
kualifikasi) Atas Undang-Undang penyedia
Nomor 23 Tahun 2006 yang
tentang Administrasi mengirimka
Kependudukan, n
beserta penjelasannya penawaran
Dapat
mengganggu
| kepentingan |

perlindungan




hak atas
kekayaan
intelektual

| dan

perlindungan
dari
persaingan
usaha tidak
schat

- Undang-Undang tentang

Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b

- Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Dapat
tentang Pengadaan pa
Barang/Jasa Pemerintah menggangsil
: kepentingan
sebagaimana telah lindun
Sertifikat atau Lisensi yang diubah dengan ﬁg{m ungan
X . . atas
masih berlaku dari Peraturan Presiden kekavaan
10 Direktorat Jendral Kekayaan Nomor 12 Tahun 2021 intelgktu al Setelah selesai
Intelekinal Kementerian tentang Perubahan atas dan dilakukan audit
Hukum dan Hak Asasi Peraturan Presiden lindun
Manusia Nomor 16 Tahun 2018 ge N gan
tentang Pengadaan ar
Barang/Jasa Pemerintah persaingan
- Undang-Undang Nomor usaha tidak
hat
5 Tahun 1999 tentang e
Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
L 2
- Undang-Undang tentang Dapat
Keterbukaan Informasi mengganggu
Publik Pasal 17 poin b kepentingan
dan pasal 17 pein h perlindungan
¢ Peraturan Presiden hak atas
Nomor 16 Tahun 2018 kekayaan
tentang Pengadaan intelekinal
11 Berita Acara Pemberian E:;la:r?r{t‘;fa da:}]m dungan Setelah selesai
Penjelasan : per 841 | gilakukan audit
sebagaimana telah dari
diubah dengan persaingan
Peraturan Presiden usaha tidak
Nomeor 12 Tahun 2021 sehat,
tentang Perubahan informasi
atas Peraturan yang
Presiden Nomor 16 diberikan
Tahun dapat
2018 tentang Pengadaan mengungka
Barang/Jasa Pemerintah p rahasia
e Undang-Undang pribadi
Nomor 5 Tahun 1999 Berita Acara
tentang Larangan pengadaan
Praktek Monopoli dan hanya bisa
Persaingan Usaha diakses oleh
Tidak Sehat penyedia
yang
mendaftar
{selama
sistem
memfasilitasi
)
| - Undang-Undang tentang - Dapat
Keterbukaan Informasi menggangg
12 ﬁerita.Ac.ara Pengumuman g:gh;;;?ia,}l pﬁn%om b lliepentinga Sfateiah selesai'
egosiasi . dilakukan audit
- Peraturan Presiden n
Nomor 16 Tahun 2018 perlindung
L tentang Pengadaan an hak atas




Barang/Jasa Pemerintah | kekayaan
sebagaimana telah intelektual
diubah dengan dan
Peraturan Presiden perlindung
Nomor 12 Tahun 2021 an dari
tentang Perubahan atas persaingan
Peraturan Presiden usaha tidak
Nomor 16 Tahun 2018 sehat,
tentang Pengadaan informasi
Barang/Jasa Pemerintah yang

Undang-Undang diberikan
Nomor 5 Tahun 1999 dapat
tentang Larangan mengungka
Praktek Monopoli dan p rahasia
Persaingan Usaha pribadi
Tidak Sehat Berita Acara
pengadaan
hanya bisa
diakses oleh
penyedia
yang
mendaftar
(selama
sistem
memfasilitasi
)
- Dapat
menggangs
u
kepentinga
n
- Undang-Undang tentang perlindung
Keterbukaan Informasi an hak atas
Publik Pasal 17 poin b kekayaan |
dan pasal 17 poin h intelektual
Peraturan Presiden dan
Nomor 16 Tahun 2018 perlindung
tentang Pengadaan an dari
Barang/Jasa Pemerintah persaingan |
sebagaimana telah usaha tidak
diubah dengan sehat,
Peraturan Presiden informasi Setelah selesai
13 Jawaban Sanggah Nomor 12 Tahun 2021 yang dilakukan andit
tentang Perubahan atas diberikan
Peraturan Presiden dapat
Nomor 16 Tahun 2018 mengungka
tentang Pengadaan p rahasia
Barang/Jasa Pemerintah pribadi
Undang-Undang Berita Acara
Nomor 5 Tahun 1999 pengadaan
tentang Larangan hanya bisa
Praktek Monopoli dan diakses oleh
Persaingan Usaha ‘ penyedia
Tidak Sehat | yang
mendaftar
{selama
sistem
memfasilitasi
)
Undang-Undang tentang - Dapat
Keterbukaan Informasi menggangg
Publik Pasal 17 poin b u
dan pasal 17 poin h kepentinga
. Peraturan Presiden n Setelah selesai
14 Jawaban Sanggah Banding Nomor 16 Tahun 2018 perlindung | dilakukan audit
tentang Pengadaan an hak aias
Barang/Jasa Pemerintah kekayaan
sebagaimana telah intelektual
diubah dengan | dan




F Peraturan Presiden perlindung
Nomor 12 Tahun 2021 an dari
tentang Perubahan atas persaingan
Peraturan Presiden usaha tidak
Nomor 16 Tahun 2018 sehat,
tentang Pengadaan informasi
Barang/Jasa Pemerintah yang
Undang-Undang diberikan
Nomor 5 Tahun 1999 dapat
fentang Larangan mengungka
Praktek Monopoli dan p rahasia
Persaingan Usaha pribadi
Tidak Sehat - Berita
Acara
pengadaan
hanya bisa
diakses
oleh
penyedia
yang
mendaftar
{selama
sistem
memfasilita
si}
- Dapat
menggangg
u
kepentinga
n
- Undang-Undang tentang perlindung
Keterbukaan Informasi an hak atas
Publik Pasal 17 poin b kekayaan
dan pasal 17 poin h intelektual
Peraturan Presiden dan
Nomor 16 Tahun 2018 perlindung
tentang Pengadaan an dari
Barang/Jasa Pemerintah persaingan
sebagaimana telah usaha
diubah dengan tidalk sehat,
. Peraturan Presiden informasi .
15| Bort Acara Fenelapan a5 | Nomor 12 Tahun 2021 g | S e
tentang Perubahan atas diberikan
Peraturan Presiden dapat
Nomor 16 Tahun 2018 mengungka
tentang Pengadaan p rahasia
Barang/Jasa Pemerintah pribadi
Undang-Undang Berita Acara
Nomor 5 Tahun 1999 pengadaan
tentang Larangan hanya bisa
Praktek Monopoli dan diakses oleh
Persaingan Usaha penyedia
Tidak Sehat yang
mendaftar
(selama
sistem
memfasilitasi
) |
- Undang-Undang tentang Dapat
Keterbukaan Informasi mengganggu |
Publik Pasal 17 poin b kepentingan
Peraturan Presiden perlindungan
16 Laporan Hasil Pemilihan Nomor 16 Tahun 2018 hak atas Setelah selesai
Penyedia tentang Pengadaan kekayaan dilakukan audit
Barang/Jasa intelektual
Pemerintah dan
sebagaimana telah perlindungan
L diubah dengan | dari




Peraturan Presiden | persaingan —‘
‘ Nomor 12 Tahun 2021 usaha tidak
. tentang sehat
I Perubahan atas |
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Dapat
tentang Pengadaan meIr)1 an
Barang/Jasa Pemerintah Koot ggu
sebagaimana telah epentingan
. perlindungan
diubah dengan hak atas
Kertas Kerja Evaluasi Peraturan Fresiden kekayaan
17 - . . Nomor 12 Tahun 2021 . Setelah selesai
{administrasi, teknis, harga intelektual . .
dan kualifikasi) tentang Perubahan atas dan dilakukan audit
Peraturan Presiden Hindungan
Nomor 16 Tahun 2018 o 8
tentang[ Pengadaan p::lsajngan
Barang/Jasa Pemerintah -
Undang-Undang uslalh ta tidak
Nomor 5 Tahun 1999 send
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
| Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Dapat
tentang Pengadaan P
Barang/Jasa Pemerintah Eengganggu
sebagaimana telah epgntmgan
diubah dengan peaﬁmdungan
Peraturan Presiden Eekaat:asn
18 Laporan Hasil Pemilihan Nomor 12 Tahun 2021 intelgktual Setelah selesai
Penyedia tentang Perubahan atas d dilakukan audit
Peraturan Presiden an
erlindungan
Nomor 16 Tahun 2018 g .
tentang Pengadaan an
Barang/Jasa Pemerintah pegiamgg;tk
Undang-Undang Nomor ush au
5 Tahun 1999 tentang sehat
Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang tentang Dapat .
Keterbukaan Informasi mengganggu gﬁi}&;ﬁl;iajit
Publik Pasal 17 poin b kepentingan | o
Peraturan Presiden perlindungan menj -
Nomor 16 Tahun 2018 hak atas el g
19 Surat Perjanjian Kemitraan tentang Pengadaan kekayaan dikecualikan
Barang/Jasa Pemerintah intelekitual . :
sebagaimana telah dan J;’anka ‘?‘r] Al
diubah dengan perlindungan dzfs;ln
Peraturan Presiden dari Un dgan _Undan
Nomor 12 Tahun 2021 pergsaingan | g g




tentang Perubahan atas usaha tidak | yang
Peraturan Presiden sehat berlaku
Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 Dapat
tentang Pengadaan men. Setelah selesai
Barang/Jasa Pemerintah K S8ANEEY | jilakukan audit
> epentingan s
sebagaimana telah : dan jika
diubah dengan perlindungan mengandun,
18 hak atas menganaung
Peraturan Presiden kekayaan informasi
20 Nomor 12 Tahun 2021 intelektual dikecualikan,
Surat Perjanjian Swakelola tentang Perubahan atas dan jangka waktu
Peraturan Presiden erlindun disesuaikan
Nomor 16 Tahun 2018 gan 84N | dengan
tentang Pengadaan in Undang-Undang
Barang/Jasa Pemerintah Eztaiaa t%gf:k yang
Undang-Undang hat berlaku
Nomor 5 Tahun 1999 sena
tentang Larangan
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat _ _
1II. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahap Pelaksanaan, terdiri dari :
Dapat
mengganggu
- Undang-Undang tentang kepentingan
Keterbukaan Informasi perlindungan
Dokumen Kontrak yang telah Publik Pasal 17 poin b hak atas
ditandatangani beserta Undang-Undang kekayaan
1 perubahan kontrak yang Nomor 5 Tahun 1999 intelektual 30 tahun
mengandung informasi yang tentang Larangan dan
dikecualikan Praktek Monopoli dan perlindungan
Persaingan Usaha dari
Tidak Sehat persaingar
usaha tidak
sehat
Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b,
poin h angka 3 dan poin Dapat
i mengganggu
Undang-Undang Nomor kepentingan
24 Tahun 2013 tentang perlindungan
Perubahan Atas Undang- hak atas
Undang Nomor 23 Tahun kekayaan
2 Surat Tagihan 2006 tentang intelektual 30 tahun
Administrasi dan
Kependudukan, beserta perlindungan
penjelasannya dari
Undang-Undang persaingan
Nomor 5 Tahun 1999 usaha tidak
tentang Larangan sehat
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha
Tidak Sehat |
. - Undang-Undang tentang Dapat
3 Surat Perintah Membayar Keterbﬁkaan ? formasi meigganggu 30 tahun




Publik Pasal 17 poin b, kepentingan
poin h angka 3 dan poin perlindungan
j hak atas
- Undang-Undang Nomor kekayaan
24 Tahun 2013 tentang intelektual
Perubahan Atas Undang- dan
Undang Nomor 23 Tahun perlindungan
2006 tentang dari
Administrasi persaingan
Kependudukan, beserta usaha tidak
penjelasannya sehat,
Undang-Undang informasi
Nomeor 5 Tahun 1999 yang
tentang Larangan diberikan
Praktek Monopoli dan dapat
Persaingan Usaha mengungkap
Tidak Sehat rahasia
pribadi
- Undang-Undang tentang giﬁa;ganggu
Keterbukaan Informasi kepenti
. . pentingan
Publik Pasal 17 poin b, lindun
in h angka 3 dan poin per gan
poin &1 an po hak atas
3
- Undang-Undang Nomor ﬁﬂ‘;?gifl? al
24 Tahun 2013 tentang dan
Eerubahan Atas Undang- perlindungan
R . ndang Nomor 23 Tahun .
Surat Perintah Pencairan 2006 tentang dari 30 tahun
Dana Administrasi persaingan
usaha tidak
Kependudukan, beserta sehat
penjelasannya informasi
Undang-Undang an.
Nomor 5 Tahun 1999 gibeg 1
tentang Larangan dapat
Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha gﬁ;ﬁ:};lgkap
Tidak Sehat pribadi
- Undang-Undang tentang gaeﬂat ango
Keterbukaan Informasi kepe?:gtingégn
Pubiik Pasal 17 poin b rlindungan
- Undang-Undang Nomor I;Pea.k atas
Laporan Pelaksanaan 28 tahun 2014 tentang kekavaan
Pekerjaan (vang memuat Hak Cipta Pasal 58 (1) intelgktu al 70 tahun
hasil Analisis Jasa Undang-Undang dan
Konsultansi) Nomor 5 Tahun 1999 .
tentang Larangan | gea;'_limdungan
Praktek Monopoli dan ersain
Persaingan Usaha ﬁs aha tfc?:k
Tidak Sehat sehat
- Undang-Undang tentang E::‘:I:lat
Keterbukaan Informasi ke %gt?nngg‘:
Publik Pasal 17 poin b an dug on
- Undang-Undang Nomor ?1;1( atas g
Laporan Penyelesaian 28 tahun 2014 tentang kekayaan
Pekerjaan {yang memuat Halk Cipta Pasal 58 (1) intelektual 70 tahun
hasil Analisis Jasa Undang-Undang dan
Konsultansi) Nomor 5 Tahun 1999 .
tentang Larangan gg:;ﬂ?ndungan
Praktek Monopoli dan persaingan
Persaingan Usaha usaha tidak
Tidak Sehat sehat
- Undang-Undang tentang Dapat
Berita Acara Pemeriksaan I;S;ﬂ: 'Pl sal 17Infc_:rrr;as1 l;nenigt;a;l BEU | getelah selesai
Hasil Pekerjaan a pomn CPENUNgAN | giakukan audit
Peraturan Presiden perlindungan

Nomor 16 Tahun 2018

| hak atas




tentang Pengadaan kekayaan
Barang/Jasa intelektual
Pemerintah dan
sebagaimana telah perlindungan
diubah dengan dari
Peraturan Presiden persaingan
Nomeor 12 Tahun 2021 usaha tidak
tentang Perubahan sehat
atas Peraturan
Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
- Pemerintah B
- Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden Dapat
Nomor 16 Tahun 2018 mengganggu
tentang Pengadaan kepentingan
Barang/Jasa petlindungan
Pemerintah hak atas
Berita Acara Serah Terima sebagaimana telah kekaysaan .
8 Sementara atau Provisional diubah dengan intelektual Sﬁ;i{lﬁhkﬁlzia;jt
Hand Qver Peraturan Presiden dan
Nomor 12 Tahun 2021 perlindungan
tentang Perubahan dari
atas Peraturan persaingan
Presiden Nomor 16 usaha tidak
Tahun 2018 tentang sehat
Pengadaan
Barang/.Jasa
_ Pemerintah -
| - Undang-Undang tentang
Keterbukaan Informasi
Publik Pasal 17 poin b
Peraturan Presiden Dapat
Nomor 16 Tahun 2018 mengganggu
tentang Pengadaan kepentingan
Barang/Jasa perlindungan
Permnerintah hak atas
Berita Acara Serah Terima Sf‘:bagalmana telah kekayaan Setelah selesai
o atan Final Hand Over diubah dengan intelektual | yi1akukan audit
Peraturan Presiden dan
Nomer 12 Tahun 2021 perlindungan
tentang Perubahan dari
atas Peraturan persaingan
Presiden Nomor 16 usaha tidak
Tahun 2018 tentang sehat
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah N
E. Pengelolaan Keuangan -
Hasil pemeriksaan kasus dan | ¢ Pasal 17 huruf a dan Penyalahgun | Sampai dengan
Laporan tindak !lanjut hasil hurufI UU No. 14 aan oleh laporan
pemeriksaan yang belum tahun 2008 tentang pihak lain, diserahkan ke
diserahkan ke Badan Keterbukaan Informasi merugikan BPK
Pemeriksa Kenangan (BPK} Publik proses
+ UU No. 15 tahun 2004 penyusunan
tentang Pemeriksaan kebijakan
Pengelolaan dan karena
Tanggungjawab adanya
Keuangan Negara, pengungkapa
e Lampiran Keputusan n premature,
Menpan No. 40 tahun dapat
2004 tentang menghambat
Pelaksanaan, proses
Pemantauan dan penyelesaian
Pelaporan, tindak kerugian




lanjut hasil negara,

pemeriksaan BPK pada dapat

instansi pemerintah mengungkap
data rahasia
pribadi yang
berkaitan
dengan
kondisi
keuangan,
asset dan
pendapatan
seseorang
serta riwayat
dan kondisi
anggota
keluarga,
dapat
mengungkap
surat-surat |
yang bersifat |
rahasia yang
berkaitan
tentang
kerugian
negara
seperti surat
dari BPK-RI

o dan BPKP
F. Lain-lain -

Akses Ruang Server Pasal 17 huruf j dan Tindak Terbatas
huruf  UU No. 14 criminal
tahun 2008 tentang pengrusakan
Keterbukaan Informasi dan
Fublik pencurian
Pasal 30 s.d 37 UU No. data
11 tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik

Internet Protocol (IP) Adress Pasal 17 huruf j dan Penerobosan | Terbatas
huruf I UU No. 14 /
tahun 2008 tentang penyalahgun
Keterbukaan Informasi aan akses
Publik
Pasal 30 UU No. 11
tahun 2008 tentang
Informasi dan

B Transaksi Elektronik

Sistern Management Pasal 17 huruf j dan Penyalahgun | Terbatas

Database huruf I UU No. 14 aan oleh
tahun 2008 tentang pihak lain
Keterbukaan Informasi
Publik
Pasal 30 UU No. 11
tahun 2008 tentang
Informasi dan
Transaksi Elektronik

Kode Akses Elektronik Pasal 17 huruf j dan Penyalahgun | Terbatas
huruf1 UU Ne. 14 aan oleh
tahun 2008 tentang pihak lain
Keterbukaan Informasi
Publik
Pasal 1 angka 16 UU
No. 11 tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik -

Data Formulasi Produk Pasal 17 huruf b dan Dapat Terbatas

Pertanian termasuk huruf I UU No. 14 menimbulka

pendaftaran pestisida, Pakan,
vaksin

tahun 2008 tentang

n persaingan




Keterbukaan Informasi | usaha tidak
Publik sehat
Permentan No. 39
tahun 2015
6. | Data Audit Internal terhadap Pasal 17 huruf b dan Dapat Terbatas
kelembagaan, proses dan huruf I UU No. 14 menimbulka
hasil kerantina tahun 2008 tentang n persaingan
Keterbukaan Informasi tidak schat
Publik
7. | Hasil uji laboratorium, data Pasal 17 huruf b dan Dapat Terbatas
teknis hasil pengujian, data huruf I UU No. 14 menimbulka
sampel positif dan lckasi tahun 2008 tentang n persaingan
penyimpanan perkarantinaan Keterbukaan Informasi tidak sehat
Publik
8. | Hasil pengnjian laboratorium Pasal 17 huruf b dan Dapat Terbatas
baik pengujian benih, huruf [ UU No. 14 menimbulka
proteksi dan pestisida tahun 2008 tentang T persaingan
Keterbukaan Informasi tidak sehat
Publik
9. | Usulan pelepasan varietas Pasal 17 huruf b dan Dapat Setelah varietas
baru huruf I UU Ne. 14 diperjualbelik | dilepas
tahun 2008 tentang an terhadap
Keterbukaan Informasi varietas yang
Publik akan dilepas,
Permentan no. 40 kemungkina
tahun 2017 n bisa
dilepas pihak
lain/negara
lain
10. | Hasil Andlisis Mutu Pasal 17 huruf b dan Dapat Setelah proses
Pestisida/APH yang sedang huruf I UU No. 14 mengganggu | selesai
dikerjakan di laboratorium tahun 2008 tentang sistem
beserta identitas Keterbukaan Informasi analisis
pemohonnya dan hasil Publik
identifikasi OPT, serta hasil
pemantauan QPTK dan
HPHK B 1
11. | Rincian Data penerima Pasal 17 huruf h UU Dapat terbatas
bantuan program pemerintah No. 14 tahun 2008 menyebabka
yvang meliputi Identitas, tentang Keterbukaan | n
Alamat, No Telp dan data Informasi Publik ketidaknyam

lainnya yang hersifat pribadi
di lingkup Kementerian
Pertanian

anan pemilik
data

12. | Hasil sekuensing DNA Isolat pasal 17 hurufadan b dapat sampai dengan
APH koleksi Laboratorium Undang-Undang No. 14 mengakibatk | proses
Pontianak yang belum Tahun 2008 tentang an pembelian hak
mendapatkan HKI Keterbukaan Informasi persaingan gelesai

Publik, Undang- yang tidak
Undang No. 28 Tahun sehat dan
2014 tentang hak kerugian
Cipta materil

13. | Data pemegang Izin Usaha Pasal 17 huruf b UU Perizinan terbatas
dibidang pertanian yang No.14 Tahun 2008 usaha
bersifat pribadi tentang Keterbukaan perkebunan

Informasi Publik merupakan
izin yang
diberikan
kepada
pelaku usaha
perkebunan
yang bersifat
pribadi dan
termasuk

[ hak
kekayaan
intelektual
bagi

pemegang




| perizinan
tersebut
14. | Data pengguna jasa layanan UU KIP no. 14 tahun Dapat Terbatas
‘ di Lingkungan Kementerian 2008 pasal 17 huruf h, menyebabka
Pertanian meliputi NIK, Bab VII, Pembinaan n
NPWP, nomor HP, Alamat dan Pengawasan ketidaknyam
dan informasi bersifat pribadi Bagian Pertama anan dari
lainnya Pembinaan pasal 29, pengguna
UU No. 8 Tahun 1999 jasa dan
Tentang Perlindungan menciptakan
Konsumen iklim usaha
vang tidak
sehat
15. | Informasi nama perusahaan Pasal 17 hurufadan b mengganggu | sampai
yang bersifat pribadi dan Undang-undang No. 14 privasi mendapat
alasan penolakan ekspor oleh Tentang Keterbukaan perusahaan | persetujuan
negara tujuan Informasi Publik dan tertulis
persaingan
usaha tidak
sehat
16. | Informasi proses analisis pasal 17 huruf { membahayak | jangka waktu
resiko OPT Undang-undang No. 14 an politik selamanya
tahun 2008 tentang dagang
Keterbukaan Informasi internasioal
Publik, Undang- persaingan
undang karantina HIT usaha tidak
- ) tahun 2019 sehat
17. | Sertifikat yang menjadi pasal 17 huruf f Dokumen jangka waktu
bahan verifikasi keabsahan Undang-undang No. 14 dapat selamanya
dokumen impor (PC dan HC) tahun 2008 tentang dipalsukan
Keterbukaan Informasi
Publik
18. | Data pribadi {NIK dan No. Undang-undang No. 14 Dapat Mutlak/tidak
KK) Petani, Penyuluh tahun 2008 tentang menyebabka | terbatas
Pertanian, Peserta Keterbukaan Informasi n
Didik/Alumni Pendidikan Publik, Permentan No. ketidaknyam
Vokasi Kementan, Peserta 39 tahun 2015 anan pemilik
Pelatihan serta Penerima data
Manfaat Program Kementan

L

| lainnva

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 23 September 2024
Plt. Sekretaris Jenderal

Selaku Atasan Pejabat Pengelola
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